KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN ,
KEPALA BADAN KEPEGAWAJAN NEGARA

NOMOR : 413/MENKES/SKB/IT1/2000
NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAJAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999 telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka’
Kreditnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan
keputusan. tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Bersama Menterli Kesehatan Republik Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan
Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
. pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,;
4, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;




6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1997,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang
Pengangkatan  Dalam  Pangkat  Pegawai  Negeri
Sipil, sebagaimana telah ~ diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan;

11.Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan-
Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;

12.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13.Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan
Kepegawaian Negara; '

14.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apafatur
Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA.




BAB I
KETENTUAN UTMUM -
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Asisten Apoteker
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada
unit pelayanan kesehatan.

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai dan
Sekretariat . Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah
pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1)
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999, yaitu :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan sampai

dengan Asisten Apoteker Penyelia di Provinsi baik yang berada di .

lingkungan Departemen Kesehatan maupun diluar Departemen
Kesehatan.

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Asisten Apoteker
Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker Pelaksana baik
yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan maupun diluar
Departemen Kesehatan. :

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Asisten
Apoteker.

Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian
atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Asisten Apoteker dalam
mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu
syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat  Asisten
Apoteker.

Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan
memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
adalah pimpinan instansi masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten

Anntelrar tatlran nemherhantian cehaoal Pecawai Neoert Qinil




7. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk
memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.

BABII
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit Asisten Apoteker disampaikan setelah
menurut perhitungan sementara yang bersangkutan telah memenuhi
jumlah angka kredit yang disyaratkan unfuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran L.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Asisten Apoteker dilampiri dengan :

_a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan
bukti fisiknya, dibuat memirut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran II.

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan..

bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran III

~¢. Surat pernyataan melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan
tugas Asisten Apoteker dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

d. Foto copy atau salinan disahkan oleh pejabat yang berwenang
mengesahkan  bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan/ penghargaan yang
pernah diterima, apabila ada.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat disampaikan setelah
Asisten Apoteker yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya dengan ketentuan :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Asisten Apoteker harus dinilai
secara scksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I




Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran V, dengan ketentuan asli disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi
Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara
yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Asisten Apoteker yang bersangkutan;
b. Pimpinan Unit Kerja Asisten Apoteker yang bersangkutan;
c. Sekretaris Tim Penilai Asisten Apoteker yang bersangkutan;

d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat
lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15~
ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999.

(4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pengadaan dan
Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan. |

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan
kepada  Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi
Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB III
TIM PENILAI
Pasal 4
(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Provinsi dan
Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a  Selamrane-kuranenva menduduki 1abatan/pangkat setinekat dengan




b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja
Asisten Apoteker; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota
adalah 5 (lima) tahun.

(3) Anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang
berasal dari Asisten Apoteker harus lebih banyak dari pada anggota Tim
penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Asisten Apoteker.

(4) Dalam hal komposisi anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota yang berasal dari Asisten Apoteker tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman
dibidang kefarmasian.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan
atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan pénggantian Tim
Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut-dinilai, maka Ketua
Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang
bersangkutan.

(7) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(8) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota dianggap belum perlu diberituk,
maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi dan
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 5

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya
dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara
fungsional dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian.

(3) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat
yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2)
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999.




Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri
dari para ahli, baik berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan
Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang ditentukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketua Tim Penilai.

BAB1V
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan j abatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan pula sebagai dasar
untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat
dipertimbangkan apabila : '
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi; dan
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali
dapat dipertimbangkan apabila :
a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan pangkat Asisten Apoteker Pelaksana Pemula pangkat Pengatur
Muda anlanoan mano TT/a nintnle meniadi Agisten Anoteker Pelaksana




Pengatur Tingkat I golongan rtuang II/d setelah kelengkapannya
disampaikan oleh instansi yang bersangkutan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian
Negara dengan menggunakan formulir model D-1B, ditetapkan secara
langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor
Wilayah Badan Kepegawaian Negara dibuat secara kolektif disampaikan
kepada pejabat yang berkepentingan dan petikannya disampaikan |
kepada :

a. Asisten Apoteker yang bersangkutan;
b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; dan

c. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pengadaan dan
Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan,

(5) Kenaikan pangkat Asisten Apoteker Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat

I golongan ruang II/d untuk menjadi Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
pangkat Penata Muda golongan ruang IIlI/a sampai dengan Asisten
Apoteker Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d,
diusulkan oleh pimpinan instansi yang Dbersangkutan dengan
menggunakan formulir model D-1 dan ditetapkan dengan Keputusan~
pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Asisten Apoteker yang menduduki pangkat dibawah pangkat Penata Muda
golongan ruang Ill/a yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV, dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan

ketentuan :

a. Pendidikan/ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus sesuai
dengan tugas pokoknya;

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan

untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

Pasal 9

Asisten Apoteker yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat




BABY

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

(1) Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan Asisten Apoteker ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam
jabatan Asisten Apoteker ditetapkan dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.

b. Pembebasan sementara dari jabatan Asisten Apoteker ditetapkan
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran VII.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ..
(1), untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Apoteker harus
berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 11

(1) Asisten Apoteker dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 berupa penurunan
pangkat; atau

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

¢. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Asisten Apoteker; atau

d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat
dan seterusnya.

(2) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, selama dijatuhi hukuman disiplin yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut
tidak dinilai angka kreditnya.




(3) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara, reguler sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi/puncak berdasarkan
ijazah terakhir yang dimiliki; dan

b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, sekurang-kurangnya
bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Pegawai Negeri yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a,b,c dan e, diberhentikan pembayaran tunjangan
jabatannya sebagai Asisten Apoteker terhitung mulai bulan berikutnya
dari tanggal keputusan pembebasan sementara.

(5) Pegawai Negeri yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d, pembayaran tunjangan jabatannya -
diberhentikan pada bulan ketujuh setelah pembebasan sementara.

Pasal 12

Asisten Apoteker diberhentikan dari jabatannya apabila

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan hukuman disiplin tingkat berat
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Keputusan
Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Pasal 13
(1) Asisten Apoteker yang ditugaskan diluar jabatan Asisten Apoteker dapat

diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan
tugas diluar jabatan Asisten Apoteker.




(2) Asisten Apoteker yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 berupa
penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila
masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(3) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara karena cuti diluar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula,
diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker semula.

(4) Asisten Apoteker yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker semula.

(5) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker semula, apabila
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana
percobaan.

(6) Asisten Apoteker secbagaimana tersebut dalam ayat (1), apabila dalam
masa penugasan diluar jabatan Asisten Apoteker lebih mencapai usia
pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan terakhir yang diduduki, |
maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan dapat
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalami jabatan Asisten Apotcker
sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5),
jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas/kegiatan sebagai
Asisten Apoteker berdasarkan keputusan/surat pernyataan melakukan
tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan
Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999 masih melaksanakan fugas jabatannya, dapat
disesuaikan dalam jabatan Asisten Apoteker dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah




b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang Il/a; dan

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Tingkat jabatan dan jumlah angka kredit dalam penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan,
pangkat dan masa kerja pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999.

(3) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana  dimaksud
Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999 dihitung dalam satuan bulat,
yaitu kurang 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat)
tahun atau lebih.

(4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Asisten Apoteker, ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Asisten
Apoteker dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut
dalam Lampiran VIIL

Pasal 16

(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Asisten Apoteker,
ditetapkan terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini dan harus
sudah selesai selambat-lambatnya pada 31 Desember 2000.

(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2001 kenaikan pangkat
Asisten Apoteker sudah disyaratkan dengan angka kredit disamping
memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan dalam jabatan dan angka
kredit Asisten Apoteker terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini,
apabila pada tanggal 1 Oktober 2000 telah memiliki masa kerja 4 (empat)
tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta memenuhi syarat untuk naik
pangkat, sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Asisten
Apoteker, terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya
agar dalam penyesuaian jabatan dan angka kredit dapat digunakan
pangkat yang teralhir.




(2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian, telah memiliki pangkat
tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatannya dan telah
memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atan lebih dalam pangkat terakhir,
kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai
periode kenaikan pangkat 1 April 2001.

Pasal 18

(1) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri
Sipil, ditugaskan secara penuh diluar jabatan Asisten Apoteker dan cuti
diluar tanggungan negara, apabila telah mencapai usia pensiun Pegawai
Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila
telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan.-
pembayaran gajinya sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai
Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan
diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

Pasal 20

Untuk mempermudah Pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX.

Pasal 21

T mannvdnnmman T msmnsnnm 191 4aanilas harlalar mada tanocal Aitatanl-an




Pasal 22

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan
untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2000

=, KEPALA BADAN ' MENTERI KESEHATAN
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SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

CONTOH : LAMPIRANII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

SURAT PERNYATAAN KESEHATAN DAN KEPAILLA BADAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEKERJAAN KEFARMASIAN NOMOR : 413/MENKES/SKB/I1/2000

NOMOR : 14 TAHUN 2000
TANGGAL : 10 MARET 2000

MELAKUKAN KEGIATAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Nama OO U RO PP
NIP OO PSPPI
Pangkat/golongan Tuang/TMT. @ oiiiiiiiiii
Jabatan PP
Unit kerja T et eeatetiereseeeeerieeaneneeniiaiiiarte et e et aaes
menyatakan bahwa:
Nama O TP
NIP ’ PP .
Pangkat/golongan ruang/TMT. 1 ..ooiiiririiiirin i ”
Jabatan U PP
Unit kezja OO PPPPPP
telah melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian sebagai berikut :
: NO. Uraian Kegiatan Tanggal | Satuan | Jumlah | Jumlah | Keterangan/
; : Pekerjaan Kefarmasian Hasil | Volume AK bukti fisik
Kegiatan -
1 2 3 4 5 6 7
1.
! 2.
3.
dst.

Atasan langsung

.............................




CONTOH : LAMPIRAN IIi :  KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

SURAT PERNYATAAN KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENGEMBANGAN PROFESI NOMOR : 413/MENKES/SKB/IIN/2000

NOMOR : 14 TAHUN 2000
TANGGAL : 10 MARET 2000

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama et et
NIP PP
Pangkat/golongan ruang/TMT. T oo
Jabatan et eae e eeaee it
Unit kerja e R
menyatakan bahwa:
Nama g P
NIP ’ SO e ‘
Pangkat/golongan ruang/TMT.  ©  cooovoiriiiieiies oo
Jabatan ' O S O PP PP
Unit kerja -

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO. Uraian Kegiatan Tanggal | Satuan Jumlah | Jumlah | Keterangan/
Pengembangan Profesi Hasil Volume AK | bukti fisik
Kegiatan '
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
dst.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP




CONTOH: LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

SURAT PERNYATAAN KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
MELAKUKAN KEGIATAN YANG KEPEGAWAIAN NEGARA
MENUNJANG PELAKSANAAN NOMOR : 413/MENKES/SKB/III/2000
TUGAS ASISTEN APOTEKER NOMOR : 14 TAHUN 2000

TANGGAL : 10 MARET 2000

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PELAKSANAAN
TUGAS ASISTEN APOTEKER

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama L et eereeeeeeeeneteiiieeaeaaarea e
NIP L ettt eterr et irer et rereeaeen e eeaaanaaa
Pangkat/golongan ruang/TMT. 1 i
Jabatan S P P
Unit kerja L ek teeeeieersrertereeatieieeiitban s e raras
menyatakan bahwa:
Nama i T e teeteneetieranerenererereneerareraeaa et ienenreras )
NIP e s '
Pangkat/golongan ruang/TMT. @ ...l
Jabatan PP
Unit kerja T PSRN

telah melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Apoteker sebagai
berikut :

NO. NIIJ raian Keg;a{alleang Tanggal | Satuan | Jumlah | Jumlah | Keterangan/
enunjang Pelaksanaan Hasil | Volume AK bukti fisik
Tugas Asisten Apoteker Kegiatan
1.
2,
3.
dst.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP




CONTOH : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENETAPAN ANGKA KREDIT KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 413/MENKES/SKB/II/2000
NOMOR : 14 TAHUN 2000
TANGGAL : 10 MARET 2000
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR
INSTANSL: ..o MASA PENILATAN TGL. ................ S/D TGL. ..ov.nnneeen
I. | NO KETERANGAN PERORANGAN
1. [NAMA
2. | NIP
3. | NOMOR SERI KARPEG
4. | JENIS KELAMIN
5. | PENDIDIKAN YANG TELAH
DIPERHITUNGKAN ANGKA
KREDITNYA
6. | PANGKAT/GOL/RUANG/TMT
7. | JABATAN ASISTEN APOTEKER
8. | MASA KERJA GOL. LAMA
BARU
9. | UNIT KERJA
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1. | UNSUR UTAMA

a. Pendidikan :

1)} Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazab/gelar.

2) Pendidikan dan pelatihan fungsional
di  bidang  kefarmasian  dan
mendapatkan Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPL ).

b. Pekerjaan kefarmasian

c. Pengembangan profesi

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas
Asisten Apoteker -

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR
PENUNJANG




III. | Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam

jabatan ...........cooen pangkat...........oees

TMT........ |
Ditetapkan di : .......ocoeviiinin
Padatanggal : ....coovveiiniinnnns
NIP

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di ......

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Asisten Apoteker yang bersangkutan;

Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan,

Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

bl




CONTOH : LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

KEPUTUSAN TENTANG KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
PENGANGKATAN PERTAMA / KEPEGAWAIAN NEGARA
PENGANGKATAN KEMBALI NOMOR  : 413/MENKES/SKB/III/2000
DALAM JABATAN ASISTEN NOMOR  : 14 TAHUN 2000
APOTEKER TANGGAL : 10 MARET 2000
KEPUTUSAN
NOMOR i
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI*)
DALAM JABATAN ASISTEN APOTEKER

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 dari Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999 tanggal 20 Desember 1999
dipandang perlu untuk mengangkat / mengangkat kembali*)
Saudara ...... dalam Jabatan Asisten Apoteker

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peratiiran
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 ;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 07/ KEP/M.PAN/12/1999;

6. Keputusan Bersama Menteri Keschatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/IIL/2000
dan Nomor 14 TAHUN 2000;




MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .........coooiiiiiiiiii
mengangkat / mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama N

b. NIP e

c. Pangkat/ golongan ruang /TMT : ...

d. Unit kerja e
dalam jabatan ............ dengan angka kredit sebesar .........
............... (ceeire)

KEDUA S U

KETIGA U PRORSPe

KEEMPAT . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
scbagaimana mestinya.

Asli . Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindabkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ...................
Padatanggal ...........coenenntn
NIP

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.

2.
3.
4,

Kepala Badan Kepegawaian Negara up.

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kantor Wilayah BKN yang bersangkutan;
Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan;

Pejabat yang berwenang menctapkan angka kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

*} Coret yang tidak perlu




\
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CONTOH: LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KEPUTUSAN TENTANG KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
PEMBEBASAN SEMENTARA KEPEGAWAIAN NEGARA
DARI JABATAN ASISTEN NOMOR  : 413/MENKES/SKB/III/2000
APOTEKER NOMOR  : 14 TAHUN 2000

TANGGAL : 10 MARET 2000

KEPUTUSAN
NOMOR ...
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ASISTEN APOTEKER

..........................................................

Menimbang : a. bahwa Saudara ..................... NIP ......... pangkat / golongan
ruang ...... berdasarkan Keputusan dari Mentern Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999
tanggal 20 Desember 1999, dipandang perlu untuk membebaskan
sementara dari jabatan Asisten Apoteker,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 scbagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991; '

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 07/ KEP/M.PAN/12/1999;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/III/2000 dan
Nomor 14 TAHUN 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan




PERTAMA :  Terhitung mulai tanggal .................. membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil :

a Nama e terererae e

b. NIP L e

¢. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...

d. Unit kerja L et a e reeaans
dari jabatan .............. dengan angka kredit sebesar ...............
(e )

KEDUA

KETIGA L it teieieeeeierereeseeeeiarenereesase e heiis e es i arsbe e are s aenn e sans

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli D Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ......c.c.cocieiinnnnt.
Pada tanggal
NIP

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian /
Kanwil BKN yang bersangkutan.

3. Pecjabat yang berwenang menetapkan angka kredit

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.




CONTOH :

KEPUTUSAN PENYESUAIAN

DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT ASISTEN
APOTEKER

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Menetapkan

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR - : 413/MENKES/SKB/II1/2000
NOMOR : 14 TAHUN 2000
TANGGAL : 10 MARET 2000

KEPUTUSAN

TENTANG

bahwa Saudara ......... NIP ......... dengan Keputusan ........
Nomor ........ tanggal......... terhitung mulai tanggal .........
telah ditugaskan melakukan kegiatan pada ..............

bahwa  dengan  berlakunya  Keputusan  Menteri
Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999 dipandang perlu menetapkan -
keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
Asisten Apoteker;

Undang—u_ndahg Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 413/MENKES/SKB/III/2000
dan Nomor 14 TAHUN 2000;

MEMUTUSKAN




PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Asli

Terhitung mulai tanggal ............. Pegawai Negeri Sipil:

a.
b.
c.
d.

Nama et
Tempat tanggal lahir @
NIP /Nomor Karpeg 1 coiiiiiiirrre i
Pangkat / gol. tuang / TMT @ .o
Unit kerja OO PRSP
disesuaikan dalam jabatan ............ dengan angka kredit
sebesar .. (o )

scsuai dengan Lampiran III  Keputusan  Menteri
Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
07/KEP/M.PAN/12/1999. :

...........................................................................

...........................................................................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

....................................

NIP

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up.Deputi- Bidang Informasi Kepegawaian/
Kanwil BKN yang bersangkutan;

2. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan;

I

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.




